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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. 

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan Kitab Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. 

Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam Bab X. Bagian Kesatu, sebagai 

salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. 

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan. Praperadilan bukan lembaga 

pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang 

mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana.

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan 

memutus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 10 dari Undang-Undang Nomor. 8 Tahun

i

1981 dan mengenai hal-hal yang dapat di praperadilankan yaitu Pasal 77 sampai dengan

Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan

sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 Ayat (10) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana menentukan bahwa “ wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan

memutus menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang.”

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang 
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Sinar Garfika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

1
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Akan tetapi ada lagi kewenangan dari praperadilan yakni memeriksa dan memutus 

mengenai tuntutan ganti kerugian yang diatur pada Pasal 95 dan tentang rehabilitasi yang 

terdapat pada Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu perbuatan yang dapat diajukan praperadilan antara lain:

1. Sah atau tidaknya upaya paksa

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

3. Tuntutan ganti rugi

4. Permintaan rehabilitasi dan tindakan penyitaan.

Untuk dapat melaksanakan hukum pidana secara nyata dan merata bagi 

masyarakat sangat erat hubungannya dengan penerapan Hukum Acara Pidana, karena 

Hukum Acara Pidana mengatur hak-hak seseorang serta wewenang dari pada aparat 

penegak hukum apabila tersangkut dalam perkara pidana, seperti penangkapan, 

penahanan, penyitaan, dan juga penggeledahan rumah ataupun badan serta pemeriksaan 

surat-surat. Semua yang dikemukakan ini menyangkut hak-hak asasi manusia yang 

tersangkut dalam suatu perkara pidana yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan 

agar supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pelaksanaan hukum.

Didalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor. 4 

Tahun 2004), terdapat pasal serta ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak 

asasi manusia seperti tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) yang mengatakan bahwa tiada 

seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang 

sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat 

bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

I
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Prof. Oemar Seno Adji, SH mengatakan bahwa:

“Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang justru menyangkut hak- 
hak asasi manusia oleh karena itu perlu diatur dalam Undang-Undang Acara Pidana yang 
akan datang secara teratur sedemikian rupa sehingga mereka yang tersangkut dalam 
pemeriksaan, khususnya pemeriksaan pendahuluan dapat mengetahui hak dan 
kewajibannya sebagaimana terkandung dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 
2004.” 2

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu tentang hak 

asasi manusia dalam pemeriksaan pendahuluan perlu diperhatikan dalam ketentuan

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan datang.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut memuat atas

“Presumption Of Innocence” (asas praduga tak bersalah) yang mengatakan: “Bahwa

setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan 

pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang 

menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” 3

Dari ketentuan diatas kita dapat mengetahui bahwa aturan-aturan yang 

menyangkut hak-hak asasi manusia di negara Indonesia sudah memadai , namun 

ketentuan tersebut masih dipertanyakan apakah sudah benar-benar dilaksanakan maka hal 

inilah perlu kita perhatikan. Demikian juga mengenai hak-hak orang yang dirugikan 

karena sesuatu pelanggaran hukum seperti diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 

4 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal tersebut berbunyi 

sebagai berikut:

\ 0emar Seno Adji, Hukum Acara Pidana Dalam Prosfeksi, Erlangga, Jakarta, 1976, hlm. 249. 
Ibid. hlm. 258.
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Ayat (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan 

berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau 

hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. 

Ayat (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana 

tersebut pada ayat 1 dapat dipidana.

Ayat (3) Tata cara untuk penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti 

kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 9 belum 

berfungsi karena peraturan pelaksanaannya belum ada, maka dengan berlakunya Undang- 

Undang Nomor. 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor. 76, Tambahan

Lembaran Negara Nomor.3209) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), telah menimbulkan perubahan dalam hukum acara pidana di Indonesia. 

Undang-Undang ini bertujuan untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum juga yang 

lebih diutamakan adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sehingga perkosaan 

terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan, sesuai dengan 

tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan 

perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak asasi manusia.

Salah satu perwujudan dari usaha penertiban dan perlindungan yang lebih 

baik terhadap hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) adalah ketentuan yang mengatur tentang praperadilan. 

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana yang mana pada era
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Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) Staatblads Tahun 1941, yang menjadi pedoman 

hukum acara pidana di Indonesia tidak pernah mengatur hal ini.

Adapun dalam praperadilan yang berhak mengajukan permohonan yaitu:

a. Tersangka, keluarga atau kuasanya

b. Penuntut umum dan pihak ke-3 yang berkepentingan

c. Penyidik atau pihak ke-3 yang berkepentingan

d. Tersangka, ahli warisnya atau kuasanya

e. Tersangka atau pihak ke-3 yang berkepentingan menuntut ganti rugi

Sedangkan yang menjadi termohon dalam hal ini adalah penyidik, yaitu pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus untuk melakukan penyidikan.

Berbeda dengan pemeriksaan pengadilan pada umumnya praperadilan 

dikatakan bukan peradilan pidana dan bukan peradilan perdata, karena biasanya dalam 

peradilan pidana kita lihat adanya penuntut umum dan surat dakwaan. Dalam 

pemeriksaan praperadilan hal ini juga tidak disebut peradilan perdata karena disini tidak 

ada gugatan, sebab yang ada yaitu permohonan praperadilan. Ada yang berpendapat 

semacam quasi peradilan.4

Dari mekanisme lembaga praperadilan ini kelihatan bahwa lembaga ini 

merupakan alat penyaring terakhir bagi proses terhadap sah atau tidaknya penangkapan, 

penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan serta ganti kerugian

4 Amir Mertosedono, Praperadilan, Dahara Price, Semarang, 1990, hlm. 112.
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dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat 

penyidikan, namun demikian ketentuan tentang lembaga praperadilan tidak dapat 

menjangkau suatu tindakan penyelidikan (dari seorang penyelidik) yang bertentangan 

dengan peraturan yang berlaku.

Menurut hemat penulis apabila penyidik salah dalam melaksanakan tugas seperti dalam 

penangkapan maka baiknya hal itu sudah dapat diajukan praperadilan karena atas dasar 

penangkapan yang salah maka seseorang telah dirugikan haknya, kecuali ia memang 

benar-benar bersalah dan memang sudah menjadi kewajiban dari penyidik untuk

melakukan tindakan tersebut.

Demikian juga yang diatur dalam Pasal 102 ayat (2), dalam hal tertangkap

tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan

yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1)

huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tidak mustahil seorang oknum penyelidik keliru atau salah dalam 

menjalankan perintah penyidik atau penyelidik menyalahgunakan kekuasaannya, maka 

untuk mengatakan hal seperti ini perlu dimasukkan dalam praperadilan.

Hukum Acara Pidana merupakan bidang hukum yang dirasakan oleh 

masyarakat paling banyak menyangkut hak-hak asasi manusia, sebab dalam bidang 

hukum acara pidana inilah diatur tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

penyitaan, penuntutan, praperadilan dan sebagainya. Oleh karena itu hukum acara pidana 

sangat menentukan bagaimana seseorang itu harus diperlakukan apa ia dianggap sebagai 

benda (objek) atau manusia biasa dengan segala hak-hak asasinya sehingga tidak dapat
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diperlakukan dengan cara semena-mena karena itulah hukum acara pidana menghormati, 

menjunjung tinggi serta melindungi hak-hak asasi manusia.

Praperadilan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) adalah merupakan lembaga yang dapat mengawasi apabila terjadi 

pemerkosaan terhadap hak-hak asasi manusia dalam melaksanakan proses hukum acara 

pidana, dalam arti praperadilan ini lebih ditujukan pada termohon seperti tersangka yang 

dalam hal terjadinya kesalahan penyidik atau penghentian penuntutan dan lain 

sebagainya terhadap tersangka. Karena lembaga ini merupakan hal baru dalam dunia 

penegakan hukum di Indonesia, karena itu tidak mengherankan kalau praperadilan ini 

sering diperbincangkan terutama oleh mereka yang berkecimpung langsung dalam proses 

pemeriksaan pidana.

Dengan dicantumkannya lembaga praperadilan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP ), khususnya mengenai pelaksanaan dari praperadilan

masih belum dapat dilaksanakan dalam hal ganti kerugian yang dapat ditetapkan oleh

hakim dan instansi manakah yang akan membayar ganti kerugian tersebut. Untuk

memenuhi kebutuhan pelaksanaan KUHAP tersebut maka pemerintah harus terus 

berusaha untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaanya dan berhasilkah dikeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 yang merupakan pelaksanaan dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana didalamnya termasuk pelaksanaan 

praperadilan dan sekaligus menetapkan instansi manakah yang membayarnya, 

walaupun peraturan tersebut dikeluarkan masih ditemui beberapa permasalahan dalam 

pelaksanaan praperadilan.

namun
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Sebagaimana diuraikan diatas, dimana praperadilan sebagai lembaga baru 

dalam hukum acara pidana di Indonesia dan adanya kelemahan-kelemahan yang telah 

mendorong penulis untuk memilih judul ini yaitu :

“Pelaksanaan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Putusan Praperadilan.”

B. Permasalahan

Dari apa yang telah penulis uraian diatas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan praperadilan ?

b. Bagaimanakah cara ganti kerugian dan rehabilitasi diberikan kepada pemohon ?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Ganti Kerugian dan

Rehabilitasi Dalam Putusan Praperadilan” adalah untuk :

(1) Mengetahui cara atau prosedur pelaksanaan praperadilan.

(2) Mengetahui cara ganti kerugian dan rehabilitasi diberikan.

Manfaat penulisan skripsi ini secara teoritis adalah untuk menambah dan 

mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana. 

Sedangkan manfaat secara praktis penulis berharap kiranya mengenai 

“Pelaksanaan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Putusan Praperadilan” 

penulis paparkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berharga bagi kalangan 

mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam perkembangan hukum pidana.

masalah

yang
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D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan cara melakukan 

penelitian terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

permasalahan praperadilan

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan secara yuridis

normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian tehadap norma-norma atau peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan permasalahan praperadilan, kemudian didukung pula 

dengan studi lapangan yaitu dengan melakukan penelitian untuk memperoleh informasi

mengenai pelaksanaan praperadilan serta masalah ganti kerugian dan rehabilitasi.

3. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan

melakukan penelitian di pustaka. Data sekunder tersebut terdiri dari.

1. Bahan hukum primer yang meliputi per-Undang-Undangan yaitu Undang-undang

Nomor. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Kekuasaan

Kehakiman.

2. Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang berfungsi sebagai 

pendukung bahan hukum primer yang berupa bahan-bahan pustaka dan dokumen- 

dokumen yang berkaitan dengan praperadilan.
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3. Bahan hukum tersier adalah berupa kamus-kamus yang antara lain kamus hukum dan

kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data dalam menyusun skripsi ini maka, penulis 

mendapatkan data yang bersumber pada:

Data sekunder yaitu data yang merupakan bahan penelitian secara normatif dengan 

mengkaji dan membaca bahan-bahan tertulis yang bersumber dari buku-buku atau 

literatur dan Undang-Undang yang mempunyai kaitannya dengan materi yang akan

dibahas guna mendapatkan bahan serta keterangan-keterangan, yang dapat

mendukung secara teoritis.

Data primer yaitu dengan mencari informasi sebagai data penunjang dari lapangan

yang diperoleh dengan cara wawancara mengenai pelaksanaan praperadilan serta

masalah ganti kerugian dan rehabilitasi dengan beberapa orang hakim di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Palembang Kias IA.

5. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif 

yakni suatu bentuk analisa data yang awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi suatu 

data yang ringkas dan sistematis, sedangkan data sekunder yang ada dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan content analisis. Hasil analisis data akan digambarkan berupa 

suatu generalisasi sebagai konsep baru yang akan menjawab permasalahan.
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